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Penguatan Industri Galangan Kapal dan Pemanfaatan TKDN
Outlook Industri Perkapalan Nasional di Tengah Potensi Resesi 

Global
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Poros Maritim DuniaPoros Maritim Dunia

“..Sebagai negara maritim, Indonesia harus 
mengaskan dirinya sebagai Poros Maritim 
Dunia, sebagai kekuatan yang berada di 
antara dua samudera: Samudera Hindia 
dan Samudera Pasifik..”

Joko Widodo
President Republik Indonesia
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Visi Industri Maritim IndonesiaVisi Industri Maritim Indonesia

1. Menjadi base load pembangunan kapal dalam negeri. 
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri maritim nasional. 
3. Membangun industri maritim yang mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, serta mendukung pencapaian 
Indonesia menuju net zero emission. 
4. Meningkatkan persebaran pembangunan industri maritim di seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat 
konektivitas dan ketahanan nasional. 
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong investasi industri maritim.

Dengan 17,5 ribu pulau di dalam negeri, 

Industri Maritim merupakan tulang punggung konektivitas Indonesia

VISI:

Dengan 17,5 ribu pulau di dalam negeri, 

Industri Maritim merupakan tulang punggung konektivitas Indonesia

VISI:

Berdaya Saing 

Global

Berdaya Saing 

Global
Inovasi TeknologiInovasi Teknologi Penunjang 

Ekonomi

Penunjang 

EkonomiMISI:

Terwujudnya industri maritim yang kuat, berdaya saing global, serta berbasis teknologi dan inovasi guna menunjang 
perekonomian nasional.
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Gambaran Umum Industri Galangan 
Kapal

Gambaran Umum Industri Galangan 
Kapal

• Indonesia memiliki lebih dari 250 galangan yang tersebar di 29 provinsi dan lebih dari 70 kota/kabupaten. 

• Fasilitas terbesar:

• Graving Dock : 300.000 DWT

• Slipway : 20.000 DWT

• Building Berth : 100.000 DWT

• Floating Dock : 100.000 DWT

INDUSTRI GALANGAN KAPAL

• Indonesia memiliki 127 industri komponen kapal dan bahan baku kapal yang terkonsentrasi di pulau Jawa dan 

Kepulauan Riau.

• Industri komponen kapal terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

INDUSTRI KOMPONEN KAPAL

15,97%

13,45%

26,05%

15,97%

28,57%

Deck Equipment Anchor

Electrical, Navigation, & Hydraulic System

Interior, Windows, & Door

Piping & Propulsion

Spare Part

TKDN

TINGKAT KOMPONEN 

DALAM NEGERI

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
produk kapal fiber dan perahu 

25.3% - 56.6% (10 produk & 2 Perusahaan).

TOTAL TENAGA 

KERJA

Total tenaga kerja industry galangan 

kapal yang diserap sebesar 46 ribu 
orang.

Sumber: MoI 
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Produksi & Ekspor-ImporProduksi & Ekspor-Impor

*dalam unit

*dalam unit

88

289

94

2019 2020 2021

Produksi Kapal Periode 2019-2021

Sumber: BKI

Sumber: Kemenperin

1

1

1

7

18

29

34

101

285

Rescue

Drilling Platform

Dredgers

Special Purpose Ship

Passenger

Tanker

Security & Defense

Tug

Barge

Total Kapal yang Diproduksi oleh Industri
Galangan Kapal Dalam Negeri (2019-2021)

Total: 477 unit

Singapura
Ekspor (USD): 20,4%

Ekspor (Berat): 30,8%

Denmark
Ekspor (USD): 26,8%

Ekspor (Berat): 5,9%

Senegal
Ekspor (USD): 27,39%

Ekspor (Berat): 5,9%

Ekspor

Korea Selatan
Impor (USD): 19,8%

Impor (Berat): 10,7%

Jepang
Impor (USD): 14,9%

Impor (Berat): 20,6%

Cina
Impor (USD): 18,7%

Impor (Berat): 15,2%

Impor
Impor (USD): 11,0%

Impor (Berat): 12,5%

Source: MoI 

Ekspor dan Impor Kapal Periode 2019 – September 2022

Proporsi ekspor terhadap impor

pada periode 2019 – September

2022 sebesar 52,4%.

• Total Ekspor: Rp 26 ,7 T (Berat: 485,2 ribu ton).

• Total Impor: Rp 50,9 T (Berat: 2,9 juta ton).
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Penguatan industri bahan baku dan komponen 

Order pengadaan yang terbatas sedangkan nilai tambah produk

sangat tinggi menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap

bahan baku komponen impor

Order yang berkelanjutan

• Sektor ini sangat bergantung kepada order Pemerintah (Pusat

& Daerah) dan BUMN/S sehingga diperlukan transparansi order

pengadaan pemerintah baik jangka pendek, menengah dan

panjang

• Kejelasan order tersebut akan membantu industri untuk

melakukan investasi jangka panjang

Dukungan skema pembiayaan yang kompetitif

Industri ini dikategorikan “High Risk Business Loan” sehingga

Lembaga pembiayaan cenderung menerapkan persyaratan yang

sangat ketat seperti suku bunga tinggi, tenor jangka pendek, serta

asset dan personal guarantee

Standardisasi cost structure

Standardisasi cost structure pengadaan alat transportasi yang

memiliki karakteristik job order diperlukan untuk menciptakan

iklim persaingan yang sehat sekaligus mengurangi potensi

resiko yang timbul pada saat audit

Dukungan SDM yang terampil dan kompteen

Produk alat transportasi memerlukan proses sertifikasi lengkap

untuk menjamin keselamatan, unjuk kerja dan kenyamanan,

sehingga diperlukan dukungan SDM industri yang trampil dan

tersertifikasi

Penumbuhan industri di luar Pulau Jawa & Batam

Populasi industri di luar Pulau Jawa dan Batam yang masih

sedikit dan kapasitas yang terbatas menyebabkan tingginya

biaya operasional dan logistic

Sertifikasi

Maritim adalah sektor yang sangat ketat terkait sertifikasi dalam

rangka menjamin kelaiklautan, performa, dan kenyamanan

Tantangan Industri PerkapalanTantangan Industri Perkapalan
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PP29/2018 Pemberdayaan IndustriPP29/2018 Pemberdayaan Industri
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Peraturan Teknis Penghitungan TKDNPeraturan Teknis Penghitungan TKDN
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RPP Industri MaritimRPP Industri Maritim

202
3

Pembahasan Panitia Antar Kementerian 
(PAK), Harmonisasi, dan Penerbitan PP

Finalisasi Naskah Akademik dan Draft RPP Industri 
Maritim dan Jasa Maritim

2022

Amanat pada UU 32/2014 tentang Kelautan pasal 27 ayat
(5) yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai
industri maritim dan jasa maritim akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Melalui Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan
Perpres 34/2022 tentang Rencana Aksi Kelautan Indonesia menyatakan
bahwa penyusunan RPP Industri Maritim dilakukan oleh Kementerian
Perindustrian (Matriks Pilar KKI Ke-3 Tata Kelola dan Kelembagaan di
Laut).

Tahapan Penyusunan RPP 
Industri Maritim dan Jasa 

Maritim

Tahapan Penyusunan RPP 
Industri Maritim dan Jasa 

Maritim

Bab 1 Pendahuluan

I. Latar Belakang:

II. Peran dan Tujuan Penulisan Naskah Akademik:

III. Batasan dan Ruang Lingkup Naskah Akademik

IV. Sistematika Penyajian

Bab 2 Perkembangan dan Permasalahan Industri Maritim Nasional

I. Kinerja Industri Maritim Nasional secara Umum:

II. Kondisi Saat Ini:

III. Permasalahan Terkait:

Bab 3 Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait

I. Landasan Peraturan Perundang-undangan (UU, PP, 

Inpres, Perpres, Permen)

II. Implementasi dan dampak terhadap industri maritim

Bab 4 Kondisi yang Diharapkan dan Tantangannya

I. Visi, misi, dan tujuan industri maritim

II. Kondisi yang diharapkan:

III. Tantangan yang dihadapi:

Bab 5 Strategi dan Program

I. Arah kebijakan strategis:

II. Strategi dan Program:

Bab 6 Peta Jalan dan Rencana Aksi

i. Pentahapan dan Transformasi

ii. Sasaran pengembangan:

iii. Tahapan implementasi:

iv. Rencana aksi (setiap aspek):

Bab 7 Penutup

I. Komitmen stakeholder:

II. Pelaksanaan

III. Monitoring dan evaluasi

Outline 
Naskah Akademik

Outline 
Naskah Akademik



Dasar Hukum: Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 19 Tahun 2020

Pemberiaan fasilitas skema khusus pembebasan

bea masuk komponen kapal (Bab 98) hanya untuk

industri galangan kapal yang membangun kapal

baru.

PERUSAHAAN 
INDUSTRI

Permohonan Surat Penetapan
DIREKTUR PEMBINA INDUSTRI

Memeriksa dan menerbitkan 
Surat Penetapan

Permohonan Verifikasi Industri

1

2Surat Penetapan

Memeriksa SKVI dan RKIB 
dan menerbitkan Tanda Sah

3

Data Industri 
dan Penerbitan 
SKVI dan RKIB

5Tanda Sah, SKVI 
dan RKIB 

SKVI dan RKIB

4

IUI dan SP

: Permohonan Surat Penetapan

: Permohonan Verifikasi Industri

2

2

Saat ini sudah ada 3 Perusahaan yang telah

menerima fasilitas ini, yaitu:

1. PT Galangan Kapal Yasa Wahana Tirta

Samudera

2. PT Dumas Tanjung Perak Shipyard

3. PT Orela Shipyard

10

Skema Khusus Bab 98Skema Khusus Bab 98



11

Sumber: Pusdatin (KBLI 30111, 30112, 30113 30120, 33151)

▪ Dasar Hukum: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019

▪ Manfaat

✔ Perusahaan Industri Maritim melakukan input laporan produksi sesuai dengan karakter bisnisnya.

✔ Kemenperin memudahkan untuk melakukan analisa kinerja industri maritim secara tepat dan
akurat.

Langkah pengisian:
1. E-Reporting
2. Laporan Industri – Tahap Produksi
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Perusahaan Industri Galangan Kapal yang Telah Melakukan 
Pelaporan Industri SIINas

Laporan Produksi SIINas Laporan Produksi SIINas 



✔ Telah dilaksanakan the 1st Joint Coordinating Committee pada tanggal 7 Juli 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, telah telah

dilakukan penanda-tanganan Minutes of Meeting antara Dit. IMATAP, JICA, dan IPERINDO

✔ Pelaksanaan pelatihan manajemen produksi galangan kapal akan dilaksanakan dalam 5 Tahap di Jakarta dan Surabaya

untuk setiap tahap, dan 1 pelatihan di Jepang selama 2 minggu, mulai 2022 s.d. 2024

12

Kerja Sama dengan JICAKerja Sama dengan JICA
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Fasilitas Fiskal dan Non-
Fiskal

Fasilitas Fiskal dan Non-
Fiskal
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• Perusahaan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri 
Pionir berhak memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh 
Badan). (hingga 100% dalam 5 hingga 20 tahun tergantung pada nilai 
investasi).

Tax Holiday

• Kelegaan bagi perusahaan yang berinvestasi di hampir 183 bisnis, 
termasuk pengurangan laba bersih hingga 30% dalam waktu 6 tahun; 
penyusutan dan/atau amortisasi dipercepat.

Tax Allowance

• Pembebasan bea masuk untuk impor barang modal; dan bahan baku 
untuk produksi.

Pembebasan Bea Masuk Impor

• Pembiayaan berupa pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor, dan 
asuransi yang ditujukan kepada badan usaha yang melakukan ekspor 
yang ingin mengekspor barangnya ke luar Indonesia.

National Interest Account (NIA)

• Pengurangan pendapatan kotor atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk 
kegiatan R&D tertentu; dan/atau pengembangan manusia (Vokasi)

Super Tax Deduction

• Preferensi untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan 
publik, sesuai dengan tingkat komponen dalam negeri minimum (TKDN) 
yang ditentukan oleh peraturan. Kementerian Perindustrian memiliki tim 
khusus yang akan membantu industri untuk mengukur, mensertifikasi, 
dan selanjutnya meningkatkan tingkat kandungan lokalnya.

Meningkatkan Pemanfaatan Produk 
Dalam Negeri
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Peta JalanPeta Jalan

Periode 2023-2025 2026-2030 2031-2035

Peningkatan kapasitas 

terpasang industri 

galangan kapal di luar 

Pulau Jawa dan Batam.

10.000 DWT 30.000 DWT > 30.000 DWT

Bangunan baru kapal

Kapal Tanker

Kapal Penumpang

Lainnya

30.000 DWT

1.000 pax.

LCT, LPD, FPB, Corvette, 

Sub-Marine

60.000 DWT

2.000 pax.

Kapal-kapal khusus untuk aktivitas oil and gas, 

alpalhankam (kombatan & non-kombatan).

> 60.000 DWT

> 2.000 pax.

Kapal-kapal khusus untuk aktivitas oil and gas, 

alpalhankam (kombatan & non-kombatan).

Tekonologi Net Zero 

Emission

Tingkat Komponen Dalam 

Negeri(TKDN)

Biofuel, Wind Propulsion, 

Onboard CO2 capturing, 

Biofouling, Onshore Power 

Supply, Engine Eff. System

LNG, LPG, Electrification Fuel Cell

30% 40% 50%

Peta Jalan Pengembangan Industri Perkapalan 
Nasional



Rencana 
Aksi

Rencana 
Aksi
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Misi Strategi 2023-2025 2026-2030 2031-2035 Instansi Penanggung-jawab

Menjadi base load pembangunan 

kapal dalam negeri.

- Melakukan pengendalian impor kapal dan 

komponen kapal yang mampu diproduksi dalam 

negeri.

Kemendag, Kemenperin, 

Kemenhub

- Optimalisasi pembangunan kapal yang dibiayai 

oleh APBN di galangan kapal dalam negeri.

Semua K/L, BUMN, BUMD

- Optimalisasi peremajaan armada kapal niaga 

nasional melalui pemberdayaan industri 

perkapalan dalam negeri.

Kemenhub, Kemenperin, Industri 

Pelayaran Nasional

Memperkuat dan memperdalam 

struktur industri maritim 

nasional.

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemenperin, Kemenko

- Pengembangan industri bahan baku dan 

komponen industri maritim.

Kemenperin

Membangun industri maritim 

yang mandiri, berdaya saing, 

berkelanjutan, serta mendukung 

pencapaian Indonesia menuju 

net zero emission.

- Peningkatan penguasaan teknologi dan rancang 

bangun produk maritim.

Kemenperin, BRIN, Perguruan 

Tinggi, Kemenhub, Biro 

Klasifikasi

- Peningkatan kompetensi SDM industri maritim. Kemnaker, Kemenperin

- Penyediaan langkah-langkah afirmatif berupa 

perumusan kebijakan, penguatan kapasitas 

kelembagaan, dan pemberian fasilitas kepada 

industri yang mendukung target net zero emission

sektor industri maritim.

Kemenperin, Kemenkeu, 

Kemenko, Kemenhub, 

KemenESDM, KLHK

- Perumusan kebijakan SNI produk industri 

maritim.

BSN, Kemenperin, Biro 

Klasifikasi

- Pengembangan Ship Recycling Facility (industri 

penutuhan kapal) dan Platform 

Removal/Decomissioning dalam mendukung 

circular economy.

Kemenko, Kemenperin, KLHK, 

Kemenhub, Kemendag, 

Kemnaker

- Penyusunan standar klasifikasi galangan kapal 

nasional.

Kemenperin, Biro Klasifikasi, 

IPERINDO, BSOA



Rencana 
Aksi

Rencana 
Aksi
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Misi Strategi 2023-2025 2026-2030 2031-2035 Instansi Penanggung-jawab

Menjadi base load pembangunan 

kapal dalam negeri.

- Melakukan pengendalian impor kapal dan komponen kapal 

yang mampu diproduksi dalam negeri.

Kemendag, Kemenperin, Kemenhub

- Optimalisasi pembangunan kapal yang dibiayai oleh APBN di 

galangan kapal dalam negeri.

Semua K/L, BUMN, BUMD

- Optimalisasi peremajaan armada kapal niaga nasional melalui 

pemberdayaan industri perkapalan dalam negeri.

Kemenhub, Kemenperin, Industri 

Pelayaran Nasional

Memperkuat dan memperdalam 

struktur industri maritim nasional.

- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemenperin, Kemenko

- Pengembangan industri bahan baku dan komponen industri 

maritim.

Kemenperin

Membangun industri maritim yang 

mandiri, berdaya saing, 

berkelanjutan, serta mendukung 

pencapaian Indonesia menuju net zero 

emission.

- Peningkatan penguasaan teknologi dan rancang bangun 

produk maritim.

Kemenperin, BRIN, Perguruan Tinggi, 

Kemenhub, Biro Klasifikasi

- Peningkatan kompetensi SDM industri maritim. Kemnaker, Kemenperin

- Penyediaan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan 

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian 

fasilitas kepada industri yang mendukung target net zero 

emission sektor industri maritim.

Kemenperin, Kemenkeu, Kemenko, 

Kemenhub, KemenESDM, KLHK

- Perumusan kebijakan SNI produk industri maritim. BSN, Kemenperin, Biro Klasifikasi

- Pengembangan Ship Recycling Facility (industri penutuhan 

kapal) dan Platform Removal/Decomissioning dalam mendukung 

circular economy.

Kemenko, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, 

Kemendag, Kemnaker

- Penyusunan standar klasifikasi galangan kapal nasional. Kemenperin, Biro Klasifikasi, IPERINDO, 

BSOA

Meningkatkan persebaran 

pembangunan industri maritim di 

seluruh wilayah Indonesia guna 

memperkuat konektivitas dan 

ketahanan nasional.

- Pembangunan sarana dan prasarana industri maritim. KemenBUMN, Kemenhub, KKP, 

Kemenperin, Kemenparekraf, Kemhan

- Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), 

kawasan peruntukkan industri, kawasan industri, dan sentra 

industri kecil dan industri menengah.

Kemenperin

- Penetapan wilayah pengembangan industri (WPI). Kemenperin

Menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dalam mendorong investasi 

industri maritim.

- Pemberian fasilitas insentif fiskal (PPh, PPn, dan bea 

masuk)/nonfiskal (konsesi, perizinan, dan kepastian sewa lahan) 

bagi industri maritim.

Kemenkeu, Kemenperin, KemenBUMN, 

Kemenhub

- Pemberian skema pembiayaan yang kompetitif yang bersumber 

baik dari APBN maupun non-APBN.

Kemenperin, Kemenkeu, Lembaga 

Pembiayaan dan Asuransi, BI, OJK

- Perumusan kebijakan cost structure pembangunan kapal baru. Kemenperin, LKPP, KPPU

- Perumusan kebijakan standar tarif reparasi kapal. Kemenperin, LKPP, KPPU

- Fasilitasi promosi industri maritim dan peningkatan literasi 

kepada lembaga pembiayaan dan asuransi.

Kemenperin, Kemenko, Kemenkeu, 

Perbankan, Lembaga Asuransi
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